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5 Komisioner Bawaslu Kena Sanksi 

Dalam amar putusan Nomor 84-

PKE-DKPP/VIII/2020  secara tegas

memberikan sanksi terhadap kelima

komisioner tersebut yakni peringatan

keras terhadap teradu I  Is Sumarso-

no. Sementara teradu  IV Try Asmi-

yanto, teradu  II  Sudarmanto, teradu

III Rosita dan teradu V  Rini Iswan-

dari  mendapatkan sanksi peringat-

an. ”Atas putusan tersebut  kami le-

bih termotivasi untuk memperbaiki

kinerja agar kejadian tersebut tidak

terulang,” kata Rosita, salah satu

Komisioner Bawaslu Gunungkidul,

Rabu (30/9).

Putusan DKPP ini merupakan ke-

putusan final sebelumnya warga Pa-

dukuhan Putat Wetan, Kalurahan

Putat, Kapanewon Wonosari, Bam-

bang Wahyu Widayadi melaporkan

pelanggaran kode etik yang diduga

dilakukan para komisioner Bawaslu

Gunungkidul. 

Bambang melaporkan komisioner

Bawaslu kepada DKPP melalui

kuasa hukumnya, Wawan Andriyan-

to SH  dan Harry Gunawan SH  kare-

na dianggap tidak salah  ketika

menyelesaikan proses sengketa de-

ngan pihak-pihak terkait. DKPP me-

nilai teradu I, II, III dan V tidak me-

miliki sence of ethnic. Seharusnya ti-

dak bertemu dengan pihak terkait.

Karena hal ini menimbulkan kesan

publik adanya keberpihakan dalam

suatu perkara.

Berdasarkan penilaian atas fakta

dalam persidangan juga  keterangan

pengadu, memeriksa dan mendengar

jawaban para teradu dan memeriksa

bukti-bukti dokumen yang disampai-

kan, DKPP telah menarik kesimpulan

kelima komisioner  Bawaslu Gunung-

kidul tersebut  terbukti melakukan

pelanggaran Kode Etik dan Pedoman

Perilaku Penyelenggara Pemilu yakni

ketentuan Pasal 8 huruf l Peraturan

Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang

Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Penyelenggara Pemilu. Dalil aduan

Pengadu yakni Bambang Wahyu

Widayadi akhirnya terbukti dalam

persidangan, sementara jawaban para

teradu yakni para Komisioner

Bawaslu Gunungkidul justru tidak

meyakinkan DKPP.       (Bmp/Ded)-f

WONOSARI (KR) -  Sidang  virtual Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia dipimpin
Didik Supriyanto MIP memberikan sanksi peringatan ter-
hadap  lima orang  Komisioner Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) Kabupaten Gunungkidul  karena  terbukti mela-
kukan pelanggaran kode etik dalam pedoman penyeleng-
garaan pemilu. 

WATES (KR) - Masa

pandemi Covid-19 tidak

menyurutkan Pemerintah

Kabupaten Kulonprogo,

melalui Dinas Koperasi

UKM tetap memotivasi

pelaku UMKM agar tetap

berkarya dan bisa mela-

kukan transaksi. Hal

tersebut berdampak posi-

tif bagi perkembangan

dan kemajuan UMKM di

kabupaten ini.

"Atas keberhasilan terse-

but Pak Bupati Sutedjo me-

nerima Piagam Nata Mukti

Award 2020 dari Interna-

tional Council for Small Bu-

siness (ICSB)," kata Kepala

Dinas Koperasi UKM Dra

Sri Hermintarti MM usai

menyerahkan piagam di ru-

ang kerja bupati setempat,

Wates, kemarin. 

Piagam Nata Mukti

Award 2020 diterima Su-

tedjo kategori bupati

menggerakkan program

meningkatkan transaksi

UMKM pada masa pande-

mi Covid-19 dengan ke-

giatan gayeng regeng blan-

ja bareng yang dilakukan

komunitas warga Kulon-

progo di perantauan Jabo-

detabek dengan membeli

produk Kulonprogo. "Ha-

rapan kami regeng blanja

bareng, mampu mening-

katkan pendapatan pela-

ku UMKM di Kulonprogo

masa pandemi Covid-19,"

jelas Hermintarti.

Bupati Drs Sutedjo tidak

pernah menyangka apa

yang dilakukannya bersa-

ma jajaran pemkab dan ma-

syarakat mendapat apre-

siasi dari ICSB.         (Rul)-f

BUPATI SUTEDJO TERIMA

Piagam Nata Mukti Award 2020

KR-Asrul Sani

Bupati Sutedjo menerima Piagam Nata Mukti

Award 2020.

WONOSARI (KR) -

Rencana Anggaran dan

Pendapatan Belanja Da-

erah (RAPBD) Gunungki-

dul tahun 2021 sebesar Rp

1.803.491.428.181 disam-

paikan Bupati Gunungki-

dul Hj Badingah SSos da-

lam rapat paripurna  di-

pimpin Wakil Ketua

DPRD Suharno SE, Selasa

(29/9) malam. Rapat stan-

dar Covid-19 ini hanya di-

hadiri Bupati Gunungki-

dul Hj Badingah SSos, Wa-

kil Ketua Heri Nugroho

SSi, Wakil Ketua Wiwik

Widiastuti SE MM dan se-

bagian anggota DPRD

yang bertugas. Anggota

lain mengikuti rapat se-

cara virtual. Penyampaian

Nota RAPBD tahun 2021

lebih awal dibanding ta-

hun-tahun sebelumnya.

”Program-programnya di-

fokuskan untuk pemu-

lihan semua bidang yang

terdampak Covid-19,” kata

Bupati Gunungkidul Hj

Badingah SSos mengawali

pidatonya.  

Enam prioritas  program

anggaran tahun 2021

meliputi, pemulihan eko-

nomi dan ketahanan pa-

ngan, pemulihan kehidup-

an sosial dan penanggu-

langan kemiskinan, pe-

ningkatan derajat kese-

hatan dan kualitas  pen-

didikan, pemulihan infras-

truktur dan peningkatan

pengelolaan bencana dan

reformasi birokrasi. 

RAPBD tahun 2021 ber-

pedoman  pada Kebijak-

sanaan Umum Anggaran-

Prioritas Plaffon Anggar-

an Sementara (KUA-

PPAS), Pendapatan Da-

erah direncanakan sebe-

sar Rp 1.703.816.970.343,-

Belanja daerah direnca-

nakan sebesar Rp

1.803.491.428.181,- dan

pembiayaan daerah di-

rencanakan sebesar Rp

99.674.457.838.

(Ewi)-f

RAPBD GUNUNGKIDUL 2021 RP 1,803 T

Fokus Pemulihan Dampak Covid-19

KR-Endar Widodo

Bupati serahkan dokumen Nota RAPBD Gunung-

kidul 2021. 

PERUBAHAN APBD 2020

Pemkab Diminta Segera Realisasikan 
PENGASIH (KR) - Pemerintah Kabu-

paten Kulonprogo diminta agar segera

merealisasikan perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2020 untuk mencegah terjadinya inflasi

tingkat kabupaten dan mendorong

pemulihan ekonomi pada masa pandemi

Covid-19 ini. Sebab saat pengesahan pe-

rubahan APBD 2020, DPRD Kulonprogo

sudah mengeluarkan rekomendasi se-

cara detail baik dari badan anggaran

(banggar) dan fraksi, bahwa peman-

faatan perubahan APBD 2020 harus di-

lakukan secara optimal dan tepat waktu.

"Secara tegas, kami merekomendasi-

kan agar segera dimanfaatkan sepenuh-

nya untuk masyarakat. Sifatnya anggar-

an adalah bantuan dan pembangunan in-

frastruktur dan kegiatan Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) bisa segera di-

laksanakan untuk membangkitkan per-

ekonomian pada masa pandemi Covid-19

ini," tandas Ketua DPRD Kabupaten

Kulonprogo Akhid Nuryati SE, Selasa

(29/9).

Sedang Hamam Cahyadi ST Ketua

Fraksi PKS DPRD Kulonprogo men-

dukung pula percepatan realisasi pe-

rubahan APBD 2020, khususnya untuk

pemberdayaan UMKM. UMKM harus

menjadi trigger kebangkitan ekonomi

masyarakat di masa pandemi Covid-19. 

Sejauh ini, masalah kesehatan dan

bantuan sosial kepada warga terdampak

Covid sudah ditangani dengan baik oleh

pemkab dan jajarannya. Langkah selan-

jutnya adalah pemulihan dan pembenah-

an ekonomi masyarakat. "Perubahan

APBD 2020  banyak dialokasikan untuk

pemberdayaan petani, UMKM, hingga

infrastruktur. Harapannya cepat di-

lakukan agar dapat membangkitkan per-

ekonomian masyarakat pada masa pan-

demi Covid-19," tambahnya.        (Wid)-f


